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BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR 362 /KEP.415-BPBD/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI WILAYAH KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa pada hari Jum’at tanggal 15 Juli 2022 telah terjadi
bencana banjir dan tanah longsor di Wilayah Kecamatan
Banjarwangi, Kecamatan Banyuresmi, Kecamatan

Bayongbong, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Cigedug,
Kecamatan Cikajang, Kecamatan Cilawu, Kecamatan Garut
Kota, Kecamatan Karangpawitan, Kecamatan Pasirwangi,
Kecamatan Samarang, Kecamatan Singajaya,
Kecamatan Tarogong Kaler dan Kecamatan Tarogong Kidul;

b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bupati Garut tentang
Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah
Kecamatan Banjarwangi, Kecamatan Banyuresmi,
Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Cibatu,
Kecamatan Cigedug, Kecamatan Cikajang, Kecamatan Cilawu,
Kecamatan Garut Kota, Kecamatan  Karangpawitan,
Kecamatan Pasirwangi, Kecamatan Samarang,
Kecamatan Singajaya, Kecamatan Tarogong Kaler dan
Kecamatan Tarogong Kidul Nomor BC.03/2909/BPBD, dapat
dijelaskan bahwa bencana banjir dan tanah longsor
sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyebabkan
kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat,
serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat, sehingga untuk menangani
kejadian sebagaimana dimaksud, dinyatakan status bencana
dengan penanganan tanggap darurat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Garut tentang Penetapan Status Tanggap Darurat
Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah
Kabupaten Garut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485},

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman
yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  5072) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran
Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non
Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat;

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4
Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan

Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1777);
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Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Surat Pernyataan Bupati Garut tentang Bencana Banjir dan
Tanah Longsor di Wilayah Kecamatan Banjarwangi,

Kecamatan Banyuresmi, Kecamatan Bayongbong,
Kecamatan Cibatu, Kecamatan Cigedug, Kecamatan Cikajang,
Kecamatan Cilawu, Kecamatan Garut Kota,
Kecamatan Karangpawitan, Kecamatan Pasirwangi,

Kecamatan Samarang, Kecamatan Singajaya, Kecamatan
Tarogong Kaler dan Kecamatan Tarogong Kidul Nomor
BC.03/2909/BPBD;

. Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah tanggal 16 Juli 2022 Nomor
BC.03/1945/BPBD hal Hasil Assessment/Kaji Cepat
Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor;

Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Penentuan Status
Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Nomor
BC.03/1946/BPBD tanggal 16 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS
TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH
LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN GARUT.

Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan
Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Garut, meliputi:

a. Kecamatan Banjarwangi;
Kecamatan Banyuresmi,
Kecamatan Bayongbong;
Kecamatan Cibatu;
Kecamatan Cigedug;
Kecamatan Cikajang;
Kecamatan Cilawu;
Kecamatan Garut Kota;
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Kecamatan Karangpawitan;

N
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J-  Kecamatan Pasirwangi;

k. Kecamatan Samarang;

1. Kecamatan Singajaya;

m. Kecamatan Tarogong Kaler; dan
n. Kecamatan Tarogong Kidul.

Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU selama 14 {empat belas) hari, sejak tanggal
16 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.
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Pembiayaan yang diperlukan untuk penanggulangan tanggap
darurat bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Garut dan sumber lain yang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




